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Abstrak
 

Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan

dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para

Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi

aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi

masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang

tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan.

Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan

kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang

mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan

oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70

huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang

dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan

dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan

dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan

pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan

dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian

dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021

tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama

4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang

mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu

mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan

pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan

pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang

terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh

Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

......The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance

and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when

carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community

to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols.
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However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of office for a long time, so the

role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office

periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory

Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary.

This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose

whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham

Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose

whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham

Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was

conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and

regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research

in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are

not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for

4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries,

where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the

Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of

Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider

rearranging the work area of the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional

Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of

the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job

regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries

become more responsible for their position as Notaries.


